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Tulisan ini menganalisis bagaimanakah status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat
dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD yang diatasnyatelah diletakkan sita eksekusi yang telah
dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dan bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat dalam Putusan
No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 terhadap penguasaan tanah milik perusahaan yang telah diletakkan sita eksekusi,
disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM
yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD adalah sebagai tanah objek sengketa yang
sudah beralih kepemilikan hak atas tanahnya secaratidak sah. Dalam putusan pengadilan yang telah inkracht
pada Putusan Kasasi Nomor 174 K/Pdt/2019, aktajual beli No. 63/2/WH/2016 tanggal 14 Oktober 2016
dinyatakan batal demi hukum, dan terhadap jual beli dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat
hukum sgjak dari awalnya. Kedudukan hukum Penggugat terhadap penguasaan tanah milik perusahaan
adalah tidak berhak atas penguasaan tanah HGB. Tidak ada peralihan hak yang terjadi antara Penggugat
dengan pemilik SHGB lama. Kedudukan Penggugat pada saat mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Negeri Tanjungkarang Kelas|A di bulai Mei tahun 2017 terhadap tanah bersertipikat HGB No. 14/KD yang
telah berganti blanko sertipikat HGB No. 1192/PRM adalah sebagai orang yang menurut hukum,
berdasarkan putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007 sebagai seorang yang mempunyai tagihan atas tanah
HGB No. 14/KD yang telah diletakkan sita eksekusi dan berganti blanko menjadi tanah bersertipikat HGB
No. 1192/PRM. Kewajiban untuk membayar tersebut telah di bayarkan di bulan September tahun 2017.

K edudukan Penggugat atas tanah tersebut sudah tidak lagi tepat untuk mengajukan penetapan sah dan
berharga sita eksekusi tersebut pada Mahkamah Agung, karena perusahaan sudah menunaikan kewajibannya
untuk membayarkan hak pekerja/buruh sesuai yang ada di dalam putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007.
...... This research analyzes how the status of HGB No. 1192/PRM certified land arising from the
replacement of HGB No. 14/KD certificate blanks on which execution confiscation has been placed through
sale and purchase and what is the legal position of the Plaintiff in Decision No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 on the
control of land owned by the company that has been placed for execution, compiled using doctrinal research
methods. The status of land certified HGB No. 1192 / PRM arising from the replacement of blanks HGB
certificate No. 14 / KD is asland object of dispute that has changed ownership of itsland rightsillegally. In
acourt decision that has been inkracht in Cassation Decision Number 174 K / Pdt / 2019, the sale and
purchase deed No. 63/ 2/ WH / 2016 dated October 14, 2016 was declared null and void, and the sale and
purchase was considered to have never existed and had no legal consequences from the beginning. The
Plaintiff's legal position on the control of the company's land isthat it is not entitled to the control of HGB
land. No transfer of rights took place between the Plaintiff and the old SHGB owner. The position of the
Plaintiff when filing alawsuit at the Tanjungkarang District Court Class |A in May 2017 against land
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certified HGB No. 14 / KD which has changed the blank certificate HGB No. 1192 / PRM is as a person
who according to law, based on the decision of the Supreme Court judge No. 207 K / PHI / 2007 as a person
who has abill on HGB No. 14/ KD land that has been placed for execution and changed blanksto land
certified HGB No. 1192 / PRM. The obligation to pay was paid in September 2017. The position of the
Plaintiff over the land is no longer appropriate to apply for avalid and valuable determination of the
execution to the Supreme Court, because the company has fulfilled its obligation to pay workers rights as
stated in the Supreme Court judge's decision No. 207 K / PHI / 2007.



